Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Penggunaan Batako Bekas

Bali Post

- Bupati Temukan

Semarapura (Bali Post) -
‘Menjelang akhir tahun ang-
garan 2015, sejumlah penger-
jaan proyek fisik dipantau Bu-
pati Klungkung I Nyoman Su-

‘wirta. Pemeriksaan dilakukan

guna mengetahui sejauh mana

‘pengerjaan telah berjalan. Tiga

kecamatan, yakni Banjarang-
kan, Klungkung, dan Dawan,
menjadi sasaran pemantauan,

- Selasa (17/11).

Pemantauan diawali di Ke.
camatan Banjarangkan, di
antaranya pengerjaan send-
eran jembatan di wilayah Sema
Agung, pembangunan Puskes-
mas Banjarangkan I yang kini

_ dllgngkapi dengan ruang ber-

salin, dan pembangunan Pasar ~tah
: Rp 900 juta.

Desa Bakas.

Ketika memantau pembangu-
nan Pasar Desa Bakas, bupati
menemukan salah satu sudut
tembok di lantai dua mengguna-
kan batako bekas. Ia langsung
meminta pelaksana proyek un-
tuk mengganti material tersebut
dengan yang baru. “Ini tolong

diganti, Jangan pakai batako

bekas,” katanya. b
Bupati selanjutnya melihat
proyek peninggian badan jalan
menuju Pura Batu Tumpeng
di wi)ilayah Desa (':'relge(:il1 oclian
pembangunan gedung radiologi
RSUD Klungkung. Didampingi
Inspektur Kabupaten Klung-

kung Ida Bagq;s' Sudarsana dan

Fom(i 19 W 901

tas. (dwa)

\O

Kabag Pem angunan Setda
Ketut Sena, Suwirta mengecek
setiap sudut gedung yang di-
lengkapi dengan dua ruang
operasi. '
Pembangunan Pasar Desa
Kusamba, K atan Dawan,
tidak luput dari pantauan bu-
pati. Didampingi Kepala DKP

Klungkung A.A. Ngurah Kirana,

Suwirta juga mengecek pe-

meliharaan tembok penyeng-
ker jalan masuk ke TPA Sente.
Dari TPA Sente, rombongan
mengakhiri pemantauan pada
proyek pembuatan sumur uji/
eksplorasi di Desa Paksebali,
Kecamatan Dawan. Proyek ini
didanai dari APBD Klungkung
hun anggaran 2015 sebesar

Hasil pantauan yang dxlakkam

; e ' terkai
dibeberapa titik masih bervariasi.
Meski begitu, pejabat asal Nusa
Ceningan itu optimi;i slgmua
proyek pem nan di Klung-
kung bisa selesai tepat waktu,
“Kami pantau in bina agar hasil-
bersama,” ujar Suwirta, i .
- Pihaknya berharap
masyarakat secara bersama-
Ssama mengawasi pengerjaan
pembangunan di Kabupaten
) -Jangan sampai ang-
garan yang dikeluarkan besar,
tetapi hasilnya tidak berkuali-
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Bali Post

Kasus Perjalanan Dinas Fiktif

Empat Belas Terdak

De‘lrzapasar (Bali Post) -
sus dugaan korupsi per-
jél]anan dinas fiktif di Pemkah
slanyar yang menyeret 14 ter-
dakwa, Rabu (18/11) kemarin
mulai disidangkan di Pengadi-
lan Tipikor Denpasar. Saat di-
angkut dengan menggunakan
bus tahanan Kejari Gianyar,
mereka kompak mengenakan
pakaian putih hitam. Jaksa
penuntut umum (JPU) Hari
Soetopo, dkk. kemudian mem-
bacakan surat dakwaannya di
depan majelis hakim pimpinan
- Dewa Suardhita. ;
Dalam sidang yang terbuka
untuk umum itu, awalnya
satu per 1 nama terdakwa
dibacakan, kemudian diminta

duduk sesuai urutan. JPU
kemudian membacakan dak-

waannya, yakni bermula dari
Ketut Ritama, Sang Ayu Made

Ika Kencana Dewi, Ni Ketut

Juniantari, I Ketut Puja, I
Made Darmaja, | Komang
Yastra, I Made Wirawan, I
Nyoman Sulandra, Ni Wayan
Suciasih, Ni Ketut Suniawati,

Ni Made Ayu Purniasih, Anak -

Agung Istri Agung Yunariwati

dan Made Suparta. Mereka ini -

mendapatkan tugas perjalanan
dinas dengan surat perintah
tugas dari Kadis Pendapatan
Gianyar ke Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset (SPPK-A) Kota Depok
pada 29 Oktober 2012 sampai

31 Oktober 2012. Tujuannya,

stui banding crass program
atau sistem tunggu pada Kota
Depok. “Seluruh biaya kegia-
tan tersebut dibebankan pada

APBD Pemerintah Kabupaten

Gianyar,” jelas jaksa.
Biaya yang dikeluarkan

dari APBD dalam kegiatan ini
adalah Rp 94.900.000, dengan
rincian biaya Dewa Made Pu-

tra Rp 7,9 juta, Ketut. Ritama
Rp 7.350.000, Sang Ayu Made

Ika Kencana Rp 6,4 juta, Ketut

Juantari Rp 6,4 juta, Ketut Puja
Rp 7.350.000, Made Darmaja

Rp 6.4 juta, Komang Yastra

Rp 6,4 juta, Made Wirawan
Rp 6,4 juta, Nyoman Sulandra
Rp 6.4 juta, Wayan Suciasih
Rp 6.4 juta, Ketut Suniwati
Rp 7.350.000, Ayu Purniasih
Rp 6.4 juta, Agung Istri Agung
Yunariwati Rp 7.350.000, dan
Made Suparta Rp 6,4 juta.

~ Pada 29 Oktober sekitar pu-
kul 04.00 Wita, terdakwa Dewa
Made Putra, Ketut Ritama,
Sang Ayu Made Tka Kencana

~Dewi dan Ni Ketut Junian-

tari, dengan menggunakan
travel Timbul Buana Abadi
berangkat menuju Bandara

Ngurah Rai, untuk terbang

ke Banadara Soekarno-Hatta

menggunakan pesawat Garua

GA 423. Setibanya di Jakarta,
selanjutnya mereka melan-
jutkan perjalanan menuju
Bangkok pada 31 Oktober
2012. Sedangkan terdakwa
lainnya, 29 Oktober 2012 pu-
kul 08.00 Wita, berkumpul di

‘Gianyar menggunakan travel

Timbul Buana Abadi, berang-
kat menuju Bandara Ngurah
Rai ke Jakarta pukul 11.20
Wita menggunakan pesawat
Garuda. Setelah tiba di Ja-
karta, 10 terdakwa diantar
menuju hotel. - -

: Ram (19 wov 500

3

Rl

. Puk_ui 17.00 Wita, para
‘terdakwa diantar oleh travel
'menuju Pura Gunung Salak,
selanjutnya kembali hotel
istirahat. :

' Tanggal 30 Oktober 2012,
mereka dijemput menggu-
nakan mobil travel menuju

'Keuangan dan Aset Kota Depok
untuk mencari tanda tangan
dan cap surat perjalanan dinas
di kantor tersebut. Terdakwa

masuk ke ruangan, sedangkan

Ketut Puja dan Made Darmaja

a Diadili

Dinas Pendapatan Pengelolaan -

yang lain menunggu di luar.
Saksi Ahmad Karyaman me-

itu, para terdakwa kembali
ke Jak dan. ilanfaiken

dengan jalan-jalan ke Pasar

Mangga II Jakarta. Mereka

ada 31 Ok 12012, ken
Eenuju— Bandara Soekarno-
tﬂati_:a dan bertl?mu dgng'ir;
rdakwa yang berangkat }
angkok. Selanj

V cam dengan
Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Ta-
-hun 1999 tentang Tipikor seba-

i yang telah diubah dan

itambah dengan UU No. 20
3‘ahun 2001 tetang perubahan

tas UU No. 31/1999 jo Pasal

18 ayat 1 huruf b jo Pasal 55

ayat 1 ke 1 KHUP dan Pasal 3

am dakwaan subsider UU
sama. (kmb37)
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Terkait Usulan Kenaikan TPP Pejabat

Dewan Nilai Bel

Bangli (Bali Post) - i

Kenaikan Tunjangan Per-
baikan Penghasilan (TPP)
bagi pejabat eselon seba-
gaimana yang diusulkan
pihak eksekutif dalam ran-
cangan APBD 2016, dinilai

~dewan belum perlu dilaku-

kan. Perbaikan penghasilan
sebaiknya baru dilakukan
bila ada perbaikan kinerja
sehingga menjadi penghar-
gaan kepada abdi negara.
“Misalnya, kalau bisa
meningkatkan opini BPK
(Badan Pemeriksa Keuan-
gan) dari WDP ke WTP, san-

gat wajar kita dukung. Tapi -

kalau kinerjanya masih
seperti sekarang, rasanya
belum perlu dilakukan ke-

naikan yang signifikan,”
kata Ketua DPRD Bangli

Ngakan Kutha Parwata saat

ditemui di kantornya, Rabu

(18/11).

- Dia mengungkapkan,
dalam rancangan APBD
2016, pihak eksekutif men-
gusulkan kenaikan TPP
bagi pejabat eselon dan

staf. Untuk kenaikan TPP
tersebut eksekutif men-
gusulkan anggaran Rp 11

miliar. Dari usulan saaﬁ

ini nilai kenaikan TPP bagi
pejabat prosentasenya lebih

besar dibandig staf. “Pada

tahun 2014 lalu, kita su-

dah menaikkan tunjangan
penghasilan. Tapi tahun
lalu prosentase kenaikan
bagi staf lebih besar diband-
ing pejabat mencapai 70

ingi Wakil Ketua Nyoman
Basma. : -
Ngakan Kutha mengata-

~kan, kendati pihaknya me-
nilai kenaikan TPP belum

perlu dilakukan, namun
sejauh ini pihaknya belum

Rams, g9 pov 200

?

(kmb40)

um Perlu

bisa memutuskan apakah
akan menyetujui atau tidak.
Sebab usulan tersebut masih
akan dibahas lebih lanjut di .

"DPRD. Politisi PDI-P ini

mengaku pada tahun 2016
nanti pihaknya akan lebih

‘ fokus mendorong perbaikan

fasilitas maupun sarana di
lingkungan kerja. Pihaknya
juga merencanakan akan
melakukan penganggaran
untuk perbaikan beberapa
kantor SKPD.

Tentunya hal itu akan
disesuaikan dengan ang-
garan daerah yang ada.

- “Kalau tempat kerjanya
persen,” terangnya didamp-

sudah bagus dan nyaman

‘tentunya akan bisa mem-
- berikan pelayanan bagus,

Kalau penghasilannya ba-
gus tetapi tempat kerja
tidak representatif tetap
saja tidaf baik,” imbuhnya.




